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ABSTRAC  
 This thesis discusses about how to handling criminal offenses of illegal sugar by 
investigator of special crime directorat and resort police on regional police of west Kalimantan, 
with applied consumer protection laws to againts perpetrators of illegal sugar crime. To 
strengthen public prosecutor and convicted judges to charge perpetrators, the investigators 
should apply multi door methode. This methode uses some legislation to against perpetrators of 
illegal sugar crime like consumer protection laws and trade laws. It is intended to verdict handed 
down and becomes more severe, meanwhile customs laws are applied by custom’s investigators 
that imposed on offenders of illegal sugar crime who entered customs territory. There are three 
court decisions from the district court Pontianak for illegal sugar crime which categorized as 
mild. There are number: 271 / Pidsus / 2014 / Pn. Ptk defendant’s name is Mr. Ishak with 
punishment one month and fifteen days imprisonment. Another court decissions number: 281 / 
Pid. Sus / 2014 / Pn. Ptk, defendant’s name is Mr. Eka Susanto bin Ibrahim with punishment two 
month imprisonment. The last is decission of the district court sanggau number: 30 / Pid. Sus / 
2014 / Pn Sanggau, defendant’s name is Mr. Leonard Nainggolan call Mr. Leo son of Mr. Sugar 
Nainggolan with punishment eight month imprisonment. This three defendants charged with 
violating laws No. 8 1999 about consumen protection laws article 62 paragraph (1) Jo article 8 
paragraph (1) with penalty five years imprisonment. 
Based on three court decisions which is mild punishment for them, the writer interests to 
put this problem into the thesis with the title “ The Aplication of Consumer Protection LawJunto 
Trade Laws by the Investigator in Handling Illegal Sugar Crime from Malaysia in West 
Kalimantan Territory” 
The mild verdict will not make the perpetrator of illegal sugar crime be wary, it will tent 
to repeat crime again. According to data of illegal sugar crime in 2013 and 2014 which the writer 
get from sub-directorate 1 in special crime directorat regional police of West Kalimantan, in 
2013 there are 207 cases and in 2014 until september there are 91 cases. The most cases of 
illegal sugar crime handled by police resort Sanggau. It is caused that Sanggau regency was 
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border region of Indonesia and Malaysia that is located in Entikong Sanggau regency. Through 
this influx of illegal things especially sugar entered West Kalimantan Province. Border 
communities can use cross border card with the price RM 600 equivalent with Rp. 2.100.000.-. 
They allowed shoping in Malaysia passed Entikong border and footpaths. Then groceries like 
Malaysia Sugar collected in border, sold to the broker for Rp. 400.000,- a sack. It marketed to 
the whole West Kalimantan Province for Rp. 490.000,- a sack. This problem makes perpetrators 
of illegal sugar be tempted. It can not be separated with the involvement of law enforcement 
officials and another officials who has duty on border, and made this crime difficult to be able to 
eradicate it. This problem should be finded the solution for the duty beares in West Kalimantan 
Province.    
    
 ABSTRAK 
 Tesis ini membahas tentang Penanganan Tindak Pidana Gula yang dilakukan oleh 
Penyidik Dit Reskrimsus Polda Kalbar dan Penyidik Polres Jajaran Polda Kalimantan Barat 
dengan menerapakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap para pelaku Tindak 
Pidana Gula Ilegal ( Illegal Sugaring ) , untuk memperkuat dakwaan Penuntut Umum terhadap 
para pelaku tindak pidana Gula Ilegal dan menambah keyakinan Hakim dalam menjatuhkan 
putusan kiranya Penyidik menerapkan metode Multi Door yaitu dengan menambahkan beberapa 
perundang-undangan terhadap para pelaku Tindak Pidana Gula Ilegal yang dalam hal ini melapis 
atau menjuntokan Undang-Undang Perlindungan Konsuman dengan Undang-Undang 
Perdagangan ,   hal ini dimaksudkan agar vonis hakim yang dijatuhkan kepada pelaku menjadi 
lebih berat , sedangkan untuk UU Kepabeanan hanya berlaku khusus bagi penyidik Bea dan 
Cukai yang  dikenakan bagi pelaku yang melakukan tindak pidana Gula Ilegal / Penyelundupan 
yang masuk di wilayah kepabeanan , Terbukti ada 3 (tiga) buah putusan Pengadilan yang 
menjatuhkan hukuman  terhadap 3 (tiga) orang terdakwa adalah yang masuk  ringan yaitu 
Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 271/Pid.Sus/2014/PN.Ptk  , yang atas nama 
terdakwa Sdr. ISHAK dengan hukuman 1 (satu) bulan 15 (lima belas)  hari pidana penjara  , dan 
putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 281/Pid.Sus/2014/PN.Ptk , atas nama terdakwa 
EKA SUSANTO BIN IBRAHIM dengan hukuman 2 (dua) bulan pidana penjara  , serta Putusan 
Pengadilan Negeri Sanggau Npmor : 30/Pid.Sus/2014/PN Sgu , atas nama terdakwa LEONARD 
NAINGGOLAN ALS.LEO anak dari SUGAR NAINGGOLAN dengan hukuman 8 bulan pidana 
penjara ,yang mana ketiga terdakwa di atas didakwa melanggar pasal 62 ayat(1) Jo Pasal 8 ayat 
(1) UU NO.8 Tahun 1999,tentang Perlindungan Konsumen yang mana ancaman pidananya 
adalah 5 (lima) tahun pidana penjara . 
 Dengan 3 (tiga) buah putusan Pengadilan tersebut diatas , yang menurut penilaian penulis 
itu adalah ringan yang dapat mencedrai rasa keadilan dari masyrakat  , sehingga penulis tertarik 
dengan masalah ini dan menuangkannya dalam bentuk Karya Tulis atau Tesis dengan judul “ 
PENERAPAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN JUNTO UU PERDAGANGAN OLEH 
PENYIDIK DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA GULA ILEGAL ( ILLEGAL 
SUGARING ) DARI LUAR NEGERI/MALAYSIA DI WILAYAH KALIMANTAN BARAT “ 
Dengan putusan yang ringan tersebut tidak akan membuat para pelaku tindak pidana Gula Ilegal 
ini akan menjadi jera bahkan akan cendrung untuk mengulanginya kembali .  
Sesuai dengan data yang penulis dapatkan di Subdit I Dit Reskrimsus  Polda Kalbar 
dalam 2 (dua) tahun terakhir   yaitu tahun  2013 dan 2014 tentang Tindak Pidana Gula Ilegal ,  
adalah untuk tahun 2013 berjumlah 207 kasus dan tahun 2014 sampai  bulan September sejumlah 
91 kasus , dan yang paling banyak adalah Polres Sanggau , hal ini disebabkan karena Kab. 
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Sanggau merupakan tempat wilayah lintas batas perbatasan Indonesia dan Malyasia yang 
tepatnya terletak di Entikong Kab. Sanggau , lewat inilah masuknya barang – barang ilegal 
terutama Gula Ilegal masuk ke Provinsi Kalimantan Barat, yang mana masyarakat perbatasan  
dengan menggunakan Kartu Lintas Batas senilai 600 Ringgit Malaysia atau setara dengan Rp. 
2.100.000 , diperbolehkan  berbelanja ke Malaysia dengan  melewati border Entikong dan juga 
jalan-jalan tikus atau setapak , kemudian hasil belanjaan berupa Gula Malaysia dikumpulkan di 
perbatasan yang kemudian dijual kepada cokong – cukong dan selanjutnya diedarkan ke seluruh 
wilayah Provinsi Kalimantan Barat , dilihat dari segi harga yang cukup murah di perbatasan 
Entikong per karungnya Rp. 400.000.- dan dijual ke Pontianak atau wilayah lain seharga Rp. 
490.000.- Hal ini membuat para pelaku tindak pidana Gula Ilegal ini menjadi tergiur , hal ini 
tidak terlepas dengan keterlibatan petugas penegak hukum dan petugas-petugas lain yang 
bertugas diperbatasan sehingga sulit untuk bisa dengan tuntas membrantasnya . Hal ini yang 
perlu dicarikan solusinya bagi para pengemban tugas di Kalimantan Barat ini  . 
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Latar Belakang :   
 
Pembangunan dan perkembangan perekonomian Provinsi Kalimantan Barat semakin 
tahun semakin berkembang khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional yang 
menghasilkan bervariasi barang dan atau jasa yang dapat dikomsumsi , di samping itu globasasi 
dan perdagangan bebas yang didukung oleh telekomonikasi dan infomatika telah memperluas 
ruang gerak arus teransaksi barang dan atau jasa yang melintasi batas-batas wilayah dan barang 
yang ditawarkan itu bervariasi ada produk dalam negeri dan ada juga produk luar negeri , seperti 
lintas batas Malaysia dan Indonesia yang ada di perbatasan Entikong Kab. Sanggau yang marak 
peredaran barang-barang ilegal khususnya Gula Malaysia yang banyak beredar adalah Gula 
Ilegal yang masuk ke wilayah Provinsi Kalimantan Barat , yang masuk melalui lintas batas 
Entikong dan ada juga melalui jalan-jalan setapak atau jalan tikus , yang mana dengan cara atau 
modus operandi memakai  Kartu Lintas Batas (KLB) yang dimiliki oleh warga masyarakat 
perbatasan yang nilainya 600 Ringgit Malaysia atau setara dengan Rp.1.200.000 di pakai selama 
1 (satu) bulan untukberbelanja kebutuhan hidup di Malaysia , namun hal ini disalahgunakan 
yaitu dipakai untuk membeli Gula Malaysia dan selanjutnya dibawa masuk ke perbatasan 
wilayah Kabupaten Sanggau dan Kab. Lainnya dan  atau disimpan pada sebuah gudang 
selanjutnya dijual kepada cukong-cukong dengan harga per karungnya (50 kg) Rp.400.000 dan 
dijual lagi di Pontianak atau di tempat lain seharga Rp.490.000.- Hal ini membuat peredaran 
Gula Ilegal menjadi marak , yang juga tidak terlepas dengan keikutsertaaan para petugas penegak 
hukum dan petugas –petugas lainnya yang berada di perbatasan Entikong untuk turut juga 
bermain mata terhadap para  pelaku tindak pidana Gula Ilegal ini .Seperti data yang penulis 
dapatkan di Sub Dit I Ditreskrimsus Polda Kalbar tentang jumlah kasus Tindak Pidana Gula 
Ilegal ( Illegal Sugaring )  dalam 2 (dua) tahun terkahir yaitu tahun 2013 dan 2014 , untuk tahun 
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2013 berjumlah 207 perkara dan untuk tahun 2014 sampai dengan bulan September berjumlah 
91 kasus .  Dengan maraknya peredaran Gula Ilegal ini  yang masuk ke wilayah Provinsi 
Kalimantan Barat yang melalui lintas batas Entikong atau tempat lain di wilayah perbatasan yang 
melalui jalan-jalan tikus atau jalan setapak membuat Penyidik Ditreskrimsus Polda Klbar dan 
penyidik – penyidik Polres jajaran melakukan pembrantasan dengan melakukan penangkapan 
terhadap para pelaku tindak pidana Gula Ilegal yang kemudian menyidiknya hingga tuntas 
sampai ke Penuntut Umum , namun hubungan antara aparat penegak hukum yaitu Polisi , Jaksa 
dan Hakim belum terjalin dengan konsisten dan terintregitas  terbukti dengan  putusan-putusan 
yang dijatuhkan kepada para pelaku-pelaku  tindak pidana Gula Ilegal menjadi ringan, seperti 3 
(tiga) buah putusan Pengadilan yang menjatuhkan hukuman  terhadap 3 (tiga) orang terdakwa 
adalah yang masuk  ringan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 
271/Pid.Sus/2014/PN.Ptk  , yang atas nama terdakwa Sdr. ISHAK dengan hukuman 1 (satu) 
bulan 15 (lima belas)  hari pidana penjara  , dan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 
281/Pid.Sus/2014/PN.Ptk , atas nama terdakwa EKA SUSANTO BIN IBRAHIM dengan 
hukuman 2 (dua) bulan pidana penjara  , serta Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Npmor : 
30/Pid.Sus/2014/PN Sgu , atas nama terdakwa LEONARD NAINGGOLAN ALS.LEO anak dari 
SUGAR NAINGGOLAN dengan hukuman 8 bulan pidana penjara ,yang mana ketiga terdakwa 
di atas didakwa melanggar pasal 62 ayat(1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU NO.8 Tahun 1999,tentang 
Perlindungan Konsumen yang mana ancaman pidananya adalah 5 (lima) tahun pidana penjara . 
Hal ini membuat penulis tertarik untuk menuankannya dalam bentuk kaya tulis atau Tesis yang 
berjudul “PENERAPAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN JUNTO UU PERDAGANGAN 
OLEH PENYIDIK DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA GULA ILEGAL ( ILLEGAL 
SUGARING ) DARI LUAR NEGERI/MALAYSIA DI WILAYAH KALIMANTAN BARAT “ 
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Dengan permasalahan sebagai berikut :  
7. Permasalahan   :  
 
Yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan Tesis ini adalah : 
1. Mengapa putusan terhadap pelaku tindak pidana Gula Ilegal (illegal sugaring)  menjadi ringan 
atau rendah ? 
2.  Mengapa penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap pelaku tindak pidana 
Gula Illegal (illegal sugaring)  tidak  menghentikan marak masuknya Gula Illegal (illegal 
sugaring) ke Kalimantan Barat . 
8. Pembahasan     : 
 
Hukum dalam perkembangannya tidak hanya dipergunakan untuk mengatur tingkah laku 
yang sudah ada  dalam masyarakat dan mempertahankan pola-pola yang telah ada . Lebih jauh 
dari itu, hukum telah mengarah kepada penggunaannya sebagai sarana untuk melakukan 
perubahan-perubahan dalam masyarakat semenjak Indonesia melakukan pembangunan di segala 
bidang , seperti yang terjadi pada jaman orde baru melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun . 
Hukum sebagai sarana ini telah tercetus pada hasil keputusan Seminar  Hukum Nasional ke III 
tahun 1974 di Surabaya sebagai berikut : Perundang-undangan terutama dalam masyarakat 
dinamis dan sedang berkembang  merupakan sarana untuk merialisasi kebijaksanaan Negara 
dalam bidang-bidang ekonomi , sosial budaya , politik dan pertahanan , keamanan nasional 
sesuai dengan skala prioritas dalam pembangunan nasional . Apabila kita mulai membicarakan 
hukum sebagai sarana , maka sebenarnya saat ini hukum telah memasuki pembicaraan mengenai 
hukum sebagai konsef yang modern .  
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Kesadaran yang demikian itu berbeda dengan konsef hukum yang diajarkan oleh 
Friedrich Karl Von Savigny pendiri aliran sejarah yang menyatakan bahwa hukum itu 
merupakan ekpresi dari kesadaran hukum rakyat (Volkgeits) . Konsef tersebut memang didukung 
oleh kenyataan sejarah , yaitu masyarakat yang masih sederhana . Sebaliknya konsef hukum 
sebagai sarana berkait erat dengan perkembangan masyarakat yang didasarkan pada perencanaan 
, yaitu dengan melakukan pilihan-pilihan dari berbagai alternative untuk mencapai tujuan-tujuan 
yang diharapkan. Apabila kita mulai membicarakan hukum sebagai sarana , maka sebenarnya 
saat ini hukum telah memasuki pembicaraan mengenai hukum sebagai konsef yang modern . Hal 
ini dikarenkan hukum merupakan suatu kebutuhaan masyarkat sehingga ia bekerja dengan cara 
memberikan petunjuk tingkah laku kepada manusia dalam memenuhi kebutuhannya . 
Ia merupakan pencerminan kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat 
itu dibina dan kemana harus diarahkan . 
Bertolak dari uraian tersebut di atas muncul berbagai problem sebagai berikut : (1). Tujuan  
apakah yang hendak diujudkan dalam hukum ? (2). Fungsi apa saja yang dapat dilakukan oleh 
hukum? (3) Bagaimana fungsi hukum itu dijalankan dalam kaitannya dengan system norma ?  
Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaedah dalam 
kehidupan bersama , keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan 
bersama , yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi . Namun demikian , 
hingga sekarang belum diperoleh suatu pengertian hukum yang memadai dengan kenyataan. Hal 
ini dikarenakan hukum memiliki banyak segi dan bentuk , sebagaimana diungkapkan oleh 
Lemaire , bahwa hukum itu banyak seginya serta meliputi segala larangan kehidupan manusia 
menyebabkan seorang tidak mungkin untuk membuat  sesuatu difinisi hukum yang memadai dan 
konferensif .  
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Demikian pula Kisch mengatakan , bahwa hukum itu tidak dapat dilihat atau ditangkap 
oleh panca indera , maka sukarlah unutk membuat suatu difinisi tentang hukum yang memuaskan 
umum. Sedangkan menurut ahli hukum Van Vollen Hoven , mengartikan hukum adalah suatu 
gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus menerus dalam keadaan bentur dan 
membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala lainnya . Demikian pula  Soediman 
mendifinisikan hukum sebagai pikiran atau anggapan orang tentang adil dan tidak adil mengenai 
hubungan antar manusia.   Pengetian hukum perlu dikemukkakan di sini sebagai titik tolak 
pembahasan selanjutnya .Pengertian yang mungkin diberikan pada hukum adalah sebagai berikut 
: 1).Hukum dalam arti ilmu , 2).Hukum dalam arti disiplin,3).Hukum dalam arti kaedah atau 
norma ,4).Hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis ,5).Hukum dalam arti 
keputusan pejabat , 6).Hukum dalam arti petugas ,7).Hukum dalam arti proses pemerintahan 
,8).Hukum dalam arti prilaku yang teratur ,9).Hukum dalam arti jalinan nilai .
 
 
Secara garis besar  pengertian hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) 
pengertian dasar yaitu :  
- Pertama,hukum dipandang sebagai kumpulan ide atau nilai abstrak .Konsekwensi 
mitodologinya adalah bersifat filosofis . 
- Kedua ,hukum dilihat sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak 
Konsekwensi mitodologinya adalah bersifat normatif analitis . 
 - Ketiga , hukum dipahami sebagai sarana atau alat untuk mengatur masyarakat , maka 
metode yang digunakan adalah metode sosiologis.  
Jadi yang menjadi pembahasan dalam penulisan Tesis ini seperti yang dikemukakan pada 
pembahasan tersebut di atas  adalah hal ini terkait dengan tugas dan tanggung jawab dari  
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masing-masing aparat  penegak hukum itu sendiri  yaitu Polisi , Penuntut Umum dan Hakim 
yang belum terlihat adanya kerja sama yang baik , belum terintegritas dalam proses pengekan 
hukum untuk dapat menjawab apa yang menjadi harapan dari masyarakat  kepada para penegak 
hukum  , untuk kiranya kehidupan di dalam masyarakat dapat berjalan dengan normal yaitu 
terjaminnya rasa keamanan , ketentraman  dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan 
bernegara  sehingga apa yang menjadi aktivitas kehidupan sehari hari dapat berjalan dengan 
lancar , demi dapat tercapainya rasa kesejahteraan dari masyarakat .  harapan dari masyarkat 
yang mana masyarakat senantiasa menggantungkan harapannya kepada para penegak hukum 
untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam proses penegakan hukum yang 
baik dan bermartabat yang dapat memeberikan kepastian hukum , keadilan masyarkat dan 
kemanfaatan bagi masyarakat luas yang merupakan tujuan dan fungsi  dari pada hukum itu . 
 Bekerjanya hukum juga dapat diartikan sebagai kegiatan penegakan hukum . Penegakan 
hukum pada hakekanya merupakan suatu peroses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum 
menjadi kenyataan . namun demikian penegakan hukum dinilai masih lemah .  
Lemahnya penegakan hukum ini terlihat dari masyarkat yang tidak mengerti  hukum , demikian 
pula kewibawaan aparat penegak hukum yang semakin merosot sehingga tidak lagi dapat 
memberikan rasa aman dan tentram . 
Berpijak kepada teori penegakan hukum Soerjono Soekamto , factor-faktor penegakan 
hukum atau yang lebih dikenal dengan istilah Law enforcement yaitu :  
1. Faktor hukumnya sendiri , yaitu peraturan  perundangan-undangan yang berlaku di    
Indonesia . 
2. Faktor penegak hukum , yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan 
hukum  
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3. Faktor sarana atau pasilitas yang mendukung penegakan hukum. 
4. Faktor masyarakat , yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan . 
5. Faktor kebudayaan , yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa 
manusia di dalam pergaulan hidup. 
 
Keberhasilan pelaksanaan sutau peraturan perundang-undangan sangat tergantung banyak factor 
. Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa factor 
utama . Faktor tersebut meliputi keseluruhan komponen sistem hukum ,yaitu factor Substansial , 
Faktor Struktural dan Faktor Kultural. 
 
Faktor Substansial yang meliputi Regulasi dan Kebijakan 
, Faktor Struktural yang meliputi Institusi dan Pemegang peran , sedangkan Faktor Kultural 
meliputi Ide-ide , norma-norma , dan kaedah-kaedah serta manusia itu sendiri . 
Sistem hukum yang ada dan dijalankan seperti sekarang ini tidak jatuh dari langit 
,melainkan dibangun oleh masyarakat seiring dengan tingkat peradaban sosialnya .Tiap-tiap 
negara memiliki karakteristik idiologis yang berbeda dan karakteristik inilah yang kemudian 
akan mewarnai corak hukum yang akan di bangun .
 
 
Menurut Teori Chambliss dan Robert B.Seidman , bahwa : 
a) Setiap  peraturan  hukum  memberitahu  tentang  bagaimana  seorang  pemegang  peranan  
 (role occupant) itu diharapkan bertindak .Bagaimana seorang itu akan bertindak sebagai 
respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan – peratutan  yang ditujukan 
kepadanya, sanksi-sanksinya, aktifitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan 
konplek sosial , politik dan lain-lainnya mengenai  dirinya . 
b) Bagaiamana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap 
peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada 
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mereka , sanksi-sanksinya , keseluruhan konplek kekuatan sosial , politik dan lain-lainnya 
yang menegenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan . 
Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-
peraturan yang mengatur tingkah laku mereka ,sanksi-sanksinya ,keseluruhan komplek kekuatan 
social, politik , idiologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang 
datang dari pemegang peran serta birokrasi . 
Menurut Chambliss dan Seidman terdapat hubungan antara hukum dan kekuasaan , di mana 
kekuatan sosial dan dan pribadi yang terdapat di masyarakat keberadaannya menekan lembaga 
pembuat hukum dan secara tidak langsung nenekan lembaga  penegak hukum , sedangkan 
lembaga penegak hukum juga mengalami tekanan secara langsung dari kekuatan social dan 
pribadi .  Lembaga pembuat hukum bekerja dengan membuat peraturan yang ditujukan untuk 
mengatur masyarakat , demikian juga dengan lembaga penegak hukum yang bekerja untuk 
melakukan law enforcement  (penegakan hukum) untuk ditegakkan di masyarakat .Masyarakat 
adalah tujuan akhir dari bekerjanya hukum .Jadi dapat dikatakan bahwa hukum yang dibuat oleh 
pembuat hukum yang juga sudah  mengalami tekanan dari kekuatan sosial dan pribadi ke 
masyarkat , sehingga hukum yang sampai ke masyarakat adalah hukum yang bercorak 
kekuasaan. 
 Teori-teori penegakan hukum dapat kita jumpai dalam berbagai litertur , baik itu buku , 
majalah atau media lain yang tersebar , pakar hukum yang sangat terkenal dengan teorinya 
adalah Friedman, meneurt Freidman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada 
substansi hukum , struktur hukum / pranata hukum dan budaya hukum  
Substansi hukum adalah keseluruhan asas hukum , norma hukum dan aturan hukum , 
baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan pengadilan . 
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 Setrukstur hukum adalah keseluruhan institusi penegak hukum, beserta aparatnya .  
jadi mencakupi : Kepolisian dengan para polisinya ; Kejaksaan dengan para jaksanya ; Kantor-
kantor pengacara dengan para pengacaranya ; dan Pengadilan dengan para hakimnya . 
 Budaya hukum adalah kebiasaan-kebiasaan , openi-openi , cara berfikir dan cara 
bertindak , baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat . Substansi dan 
aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya system hukum oleh karenanya , Lawrance 
M.Freidmann menekan kepada pentingnya budaya hukum (Legal Culture)  
-Substansi hukum dalam teori Laurence Meir Friedman , hal ini disebut sebagai sistem 
substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti 
produk yang dihasilkan oleh orang yang  berada  dalam  sistem  hukum yang mencakup 
keputusan yang mereka keluarkan , aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup 
hukum yang hidup (Living Law ) , bukan hanya aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang 
(Law Books) . Sebagai Negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau Sistem Eropa 
Kontinental ( meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menagnut common law 
system atau anglo sexon ) dikatakan hukum peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan 
peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum .  Sistem ini mempengaruhi 
sistem hukum di Indonesia . Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas legalitas dalam KUHP . 
Dalam pasal 1 KUHP ditentukan “ Tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika 
tidak ada aturan yang mengaturnya “ . Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan 
saksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan 
perundang-undangan. 
-Struktur Hukum / Pranata Hukum dalam Teori Lawrence Meir Friedman hal ini 
disebut sebagai sistem structural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan 
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dengan baik .Struktur hukum yang berdasarkan UU  No. 8 Tahun 1981 , meliputi ; mulai dari 
Kepolisian , Kejaksanaan , Pengadilan dan Badan pelaksana pidana ( Lapas ) . Kewenangan 
lembaga penegak hukum dijamin oleh Undang-Undang  . Sehingga dalam melaksanakan tugas 
dan  tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh – pengaruh 
lain . Terdapat adagium yang menyatakan “ Fiat Justitia et pereat mundus “ ( meski dunia ini 
runtuh hukum harus ditegakkan ) . Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat 
penegak hukum yang kredibilitas , kompeten dan indevenden . Seberapa bagusnya suatu 
perudang-undangan bila tidak didukung dengan aparat hukum yang baik maka keadlian hanya 
angan-angan . Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum 
tidak berjalan sebagaimana mestinya banyak factor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas 
aparat penegak hukum diantaranya lemah pemahaman agama , ekonomi , proses rekruitmand 
yang tidak transparan dan lain sebagainya, sehingga dapat dipertegas bahwa factor penegak 
hukum memainkan peranan penting dalam memfungsikan hukum . Kalau peraturan sudah baik 
tetapi kualitas  penegak  hukum rendah  maka akan ada  masalah . Demikian juga , apabila 
perturannya buruk sedangkan kualitas penegakn hukum baik kemungkinan munculnya masalah 
masih terbuka . 
- Budaya hukum / Kultur Hukum , menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap- 
manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan nilai,pemikiran , serta harapannya. 
Kultur Hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaima 
hukum digunakan , dihindarkan , atau disalahgunakan . Budaya hukum erat kaitannya dengan 
kesadaran hukum  masyarakat . Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta 
budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola piker masyarakat mengenai hukum selama ini 
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. Secara sederhana tingkat kepatuhan masyarkat terhadap hukum merupakan salah satu indicator 
berfungsinya hukum .  
Baik substansi hukum ,. Struktur hukum , maupun budaya hukum saling keterkaitan 
antara yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan . Dalam pelaksanaannya diantara 
ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup tertib , 
tentram dan damai . Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau 
hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarkat dan bernegara . 
Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi 
hukumnya . Dalam hal ini pengertinnya mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas , 
penegakan hukum itu mencakup pada  nilai-nilai kedilan yang terkandung di dalam bunyi atau 
formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat . Tetapi dalam arti sempit , 
penegakan hukum itu hanya  menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja . 
Karena itu penerjemahan kata “ Law enfocment “  kedalam bahasa Indonesia dalam 
menggunakan perkataan “ Penegakan hukum “ dalam arti luas dapat pula digunakan istilah “ 
Penegakan peraturan “  dalam arti sempit .  
Tujuan dari penegakan hukum yaitu : Untuk memenuhi keadilan . Keadilan memang 
tertuju bagi orang-orang yang terkait dalam sebuah delik hukum , baik korban maupun pelaku, 
tapi yang lebih mendasar adalah keadaan public. Pihak yang berkepentingan terhadap proses 
penegakan hukum tidak hanya pelaku dan korban ,  tapi  juga  public  yang  merasakan dampak , 
baik langsung maupun tidak langsung sebuah perbuatan yang telah dilakukan . Menegakan 
hukum yang bertujuan untuk mencapai pemanfaatan hukum . Pemanfaatan hukum maksudnya 
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lebih ditujukan kepada terpenuhinya kepentingan masyarakat , bangsa dan negara , bukan demi 
kepentingan pribadi atau kelompok . 
 Penegakan hukum persefektif etika adalah penegakan hukum yang benar-benar 
diusahakan hingga menghasilkan keadilan . Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan 
dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib social , ketenangan dan keteraturan 
hidup bersama hanya dapat diujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh perturan 
yang berpihak  pada keadilan. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi 
dan kepastian hukum sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan 
berkembang di dalam masyarakat . Etika ini meniscayakan penegakn hukum secara adil , 
perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara dihadapan hukum dan 
menghindarkan penggunaaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk 
manipulasi hukum lainnya .  
Dalam pembahasan ke 2 (dua) yang tersebut d iatas yaitu Mengapa penerapan Undang-
Undang Perlindungan Konsumen terhadap pelaku tindak pidana Gula Illegal (illegal sugaring)  
tidak  menghentikan marak masuknya Gula Illegal (illegal sugaring) ke Kalimantan Barat . 
Sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) intinya mengatur 
dua macam perbuatan pidana yang dikategorikan yang sebagai kejahatan (misdrijven) dan 
pelanggaran (overtredingen). Perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan merupakan delik 
(“rechtsdelliten”), ialah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-
undang sebagai perbuatan pidana, akan tetapi telah dirasakan sebagai perbuatan yang 
bertentangan/berlawanan dengan hukum (onrecht). Sebaliknya perbuatan-perbuatan yang 
dikualifikasikan sebagai pelanggaran  atau disebut juga sebagai “wetsdelikten”, ialah perbuatan-
perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang 
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menentukan/mengaturnya. Di dalam KUHP, pengaturan “kejahatan” diformulasikan dalam buku 
kedua KUHP, sedangkan pelanggaran diformulasikan dalam buku ketiga KUHP. Di lihat dari 
pengaturan sanksinya, terhadap kejahatan diancam dengan pidana penjara, sedangkan terhadap 
pelanggaran diancam dengan pidana kurungan atau denda. 
Dari sisi dilakukannya perbuatan pidana seseorang atau sekelompok orang ternyata bisa 
melakukan beberapa perbuatan sekaligus yang melanggar satu ataupun lebih peraturan 
perundang-undangan pidana bersifat umum ataupun khusus.Menurut  pendapat Moeljanto , 
bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah : Perbuatan yang dilarang oleh suatu 
aturan hukum , larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang 
siapa yanga melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana  adalah  
perbuatan  yang  oleh  suatu   aturan  hukum dilarang dan diancam pidana asalkan saja dalam hal 
itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan ,yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian 
yang ditimbulkan oleh kelakuan orang lain ,sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada 
orang yang menimbulkan kejadian tersebut . Selanjutnya R.Susilo, memaknakan tindak pidana “ 
sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diwajibkan oleh undang-undang yang apabila 
dilakukan atau diabaikan , maka orang yang melakukan atau mengbaikan itu diancam dengan 
pidana .“   
Berikutnya Hartono Hadisaputro , berpendapat bahwa perbutan pidana atau disebut juga 
dengan delik adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Lebih 
jelasnya lagi formulasi Satochid Kartanegara yang meyatakan suatu tindakan dapat disebut 
sebagai suatu tindak pidana jika telah memenuhi unsur-unsur :  
a. Unsur Obyektif , yang terdiri dari :  
1. Suatu tindak pidana , jadi sutu tindakan  
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2. Suatu akibat tertentu  
3. Keadaan 
 b. Unsur Subyektif , yang terdiri dari :  
1. Dapat dipertanggungjawabkan  
2. Adanya kesalahan . 
  
 
.
 Berdasarkan uraian dari beberapa ahli hukum yang dikemukakan diatas dapat ditarik 
kesimpulan umum bahwa sesuai dengan asas legalitas , tindak pidana haruslah diatur di dalam 
suatu undang-undang , seperti yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana .  
Hal ini  dapat  diformulasikan  dalam  Pasal 1 ayat (1)  KUHP  yang menerangkan 
“ Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam 
undang-undang , yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu “. 
Untuk Tindak Pidana Gula Ilegal ( Illegal Sugaring ) adalah merupakan perbuatan melawan 
hukum , yang mana terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana penjara , dan atau pidana 
denda dan hal ini diatur di dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999, tentang Perlindungan 
Konsumen  , sebagaimana yang tertuang dalam  Pasal 62 Junto Pasal 8 Undang Undang 
Nomor 8 Tahun 1999, yang mana ancaman pidananya adalah 5 (lima) tahun pidana 
penjara  atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 
  Perbuatan melawan hukum di bidang Gula Illegal ( Illegal Sugaring )yang dilakukan oleh 
para pelaku  tidak hanya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang 
Perlindungan Konsumen  tetapi juga   dapat diterapkan dengan   Undang - Undang Nomor 7 
Tahun 2014 , tentang Perdagangan    ,adapun pasal – pasal yang dapat menjerat pelaku  
Tindak Pidana  Gula Ilegal ( Illegal Sugaring ) dalam Undang-Undang Perdagangan adalah 
18 
 
Pasal 104 , dengan ancaman pidana  penjara  paling  lama  5 ( lima )  tahun dan / atau pidana 
denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah) .  
Selain dari ke 2 (dua ) undang-undang tersebut diatas , terhadap pelaku Tindak Pidana 
Gula Ilegal ( Illegal Sugaring ) dapat juga dijerat  dengan  Undang - Undang   Republik   
Indonesia   Nomor   17    Tahun  2006  tentang Perubahan Atas Undang– Undang Nomor 10 
Tahun 1995, tentang Kepabeanan , yaitu : Pasal 102 Junto Pasal 102A dan atau Pasal 102B, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 
20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 
dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).. Undang-undang ini hanya 
dapat dipakai oleh Penyidik Bea dan Cukai yang masuk didalam wilayah kepabeanan .  
Penerapan undang-undang terhadap pelaku tindak pidana Gula Ilegal (Illegal Sugaring 
dapat dilakukan dengan penerapan metode Multi Door yaitu dengan menerapkan beberapa 
undang-undang ( concursus idialis ) , hal ini penulis maksudkan agar para pelaku tindak pidana 
Gula Ilegal ( illegal sugaring ) mendapatkan vonis yang lebih berat dari vonis hakim  
sebelumnya ,seperti yang penulis sampaikan dalam bab pendahuluan   tesis ini ,yang  mana 
merupakan sok terafi dan ganjaran hukum yang harus diterima atas perbutan pidana yang telah 
dilakukan oleh para pelaku tindk pidana Gula Ilegal (illegal sugaring)  sehingga dapat 
menimbulkan efek jera, yang mana sebelumnya penyidik Polda Kalbar dan Polres jajaran hanya 
menerapkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 , tentang Perlindungan Konsumen .  
 Kalau dilihat dari  sisi dilakukannya perbuatan pidana oleh seseorang atau sekelompok 
orang ternyata bisa melakukan beberapa perbuatan sekaligus yang melanggar satu ataupun lebih 
perundang-undangan pidana baik yang bersifat umum ataupun khusus . Perbuatan ini secara 
konsepsional disebut sebagai perbuatan “serentak”, “ gabungan”, “concursus” pembarengan 
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“atau “samenlop” yang pada gilirannya akan menimbulkan permasalahan tersendiri dalam 
pengaturan dan penerapan sanksinya.  
Selanjutnya Simons berpendapat, “apabila tersangka hanya melakukan satu perbuatan yang 
terlarang dan perbuatannya tersebut memenuhi beberapa ketentuan pidana (telah melakukan beberapa 
tindak pidana), maka berarti sudah terjadi perbuatan “eendaadse samenloop atau concursus 
idealis atau samenloop van straftbepalingen (gabungan ketentuan-ketentuan pidana).Kemudian 
Wirjono Prodjodikoro memaknakan samenloop dengan gabungan tindak pidana .
 
Ini harus 
dibedakan pengertiannya dengan perbuatan recidive (pengulangan kejahatan). Dalam hal 
recidive, si pelaku yang sudah diputus perkaranya oleh majelis hakim, dan telah keluar dari 
penjara dan  mengulangi lagi perbuatannya melakukan tindak pidana yang sama, ataupun tindak 
pidana yang berbeda ataupun dapat juga melakukan perbuatan samenloop. 
Sedangkan dalam perbuatan pidana perbarengan atau gabungan, si pelaku telah 
melakukan beberapa perbuatan pidana, dan terhadap perbuatannya itu belum pernah diputus 
perkaranya oleh majelis hakim atau pun belum pernah menjalani hukuman penjara. 
Terkait tentang perbuatan dalam tindak pidana Gula Illegal ( illegal sugaring )  yang 
mana terhadap pelakunya dapat dikenakan beberapa peraturan perundang-undangan  
(concorsus idialis ) atau dengan menggunakan metode multi door , berkaitan dengan hal 
tersebut  diatur dalam Pasal 63 KUHP yang menormatifkan:  
(1). Jika suatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu aturan pidana , maka yang dikenakan 
hanya salah satu diantara aturan-aturan itu , jika berbeda –beda yang dikenakan yang 
memuat ancaman pidana pokok yang terberat . 
 (2). Jika sutau perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana umum , diatur pula dalam 
aturan pidana yang khusus , maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan. 
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Tindak pidana Concorsus Idialis ( eendaadsche samenloop ) terjadi apabila seseorang 
melakukan satu perbuatan pidana dan perbuatan tersebut ternyata melanggar beberapa ketentuan 
hukum pidana atau lebih dari satu pasal ketentuan hukum pidana. 
 
Karena itu dalam penerapan 
sanksinya dipakai sistim absorbsi ialah dengan mengenakan pidana pokok yang terberat. 
 
 
9. Kesimpulan  :  
Berdasarkan pembahasan tersebut di atas , maka dapat di tarik kesimpulan adalah sebagai 
berikut: 
 a. Pembrantasan melalui proses Penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik 
Ditreskrimsus Polda Kalbar dan penyidik-penyidik  Polres jajaran masih belum 
secara maksimal sehingga peredaran perdagangan Gula Ilegal atau tindak pidana 
Gula Ilegal (ilegal sugaring ) masih tetap berlangsung dan masih ada ,  hal ini tidak 
terlepas dari adanya oknum-oknum petugas keamanan dan atau pegawai lainnya 
yang turut berperan ikut mengambil keuntungan dengan berkolusi kepada para 
pelaku tindak pidana Gula Ilegal, namun jumlahnya bisa dikatakan menurun tidak 
seperti tahun-tahun sebelumnya  
 
b.     Dilihat dari setruktur hukumnya , belum terjalinnya  hubungan kerja sama yang baik 
dan terintegritas antara aparat penegak hukum    ( Polisi ,Jaksa  dan hakim ) sehingga 
sering terjadinya perbedaan pandangan baik mulai dari  proses penyidikan , 
penuntutan dan putusan peradilan .  
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c.    Para pelaku yang masih aktif yang tidak /belum tersentuh  oleh penegak hukum tidak 
setuju apabila para pelaku atau terdakwa tindak pidana Gula Illegal (ilegal sugaring) 
dikenakan dengan menerapkan   Undang-Undang yang berlapis,  agar para pelaku 
tindak pidana Gula Ilegal  mendapat hukuman yang berat  dari hakim bahkan tidak 
setuju apabila aparat penegak hukum membrantas perdagangan Gula Ilegal atau 
tindak pidana Gula Ilegal (illegal sugaring), karena ini adalah merupakan mata 
pencahariannya sehari-hari untuk menyambung hidup .  
 
d.   Dengan hukuman yang ringan terhadap para pelaku tindak pidana Gula Ilegal (ilegal 
sugaring) tidak akan membawa efek jera kepada para pelaku tindak pidana Gula 
Ilegal dan bahkan cendrung untuk mengulangi kembali. 
 
e. Sembilan puluh lima persen (95 %) responden yang terdiri  dari masyarakat , 
pengusaha ,tokoh masyarakat dan para penyidik Dit Reskrimsus Polda Kalbar dan 
Penyidik polres  jajaran setuju para pelaku tindak pidana Gula Ilegal (ilegal sugaring) 
dikenakan pasal berlapis dengan menggunakan UU No.7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan  selain dari pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
agar pelaku mendapatkan hukuman yang berat. 
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